LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2012 AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia.
Republik Argentina. Pembebasan Visa. Paspor
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 24
Agustus 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai
Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan
Dinas (Agreement between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of the Argentine Republic
on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or
Service Passports), sebagai hasil perundingan antara
Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Argentina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan
tersebut dengan Peraturan Presiden;
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-
TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL
OR SERVICE PASSPORTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Argentina mengenai Pembebasan Visa Bagi
Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Argentine Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official
or Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus
2011 di Buenos Aires, Argentina, yang naskah aslinya dalam Bahasa
Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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PERSETUJUAN
AMNTARA

PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUELIK ARGENTINA,
MENGEMAL
FPEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerirtah Republik Indonesia dan Pemedintah Repoblik Argenting, selanjuinya
disebut "Para Pihak”,

MENIMBANG hubungan bersanabal yane taralin artara kedua necara

BERHASRAT umiuk mamper<uat hubungan f2-sebut ‘ekib lanjut, secara fimbal balik,
dengan memtasiitasi masuknya pemegang aaspor diploratik can paspor dinas
Republik Indonesia dan Republik Argentina ke masing-masing negara;

SESUAI dengan husum peraturan peryndang-undangan yang berlaku i masing-
masing negara;

TELAH MENYETUJUI ha -hal sebaga berlkut ©

Pazal 1
Pembelrasan Visa

Warga negara dari masing-rasing p'hak pemegang paspor diplomatik dan paspor
dinas yang sah, wajib lidak dipersyaratken untik memperoleh visa uniuk masuk,
singgan dan tinggal di witayah negara Pinak lainnya untisk suatu jangke waktu yang
tidak melasini 30 {tiga pulah) han sejak tanggal masuk.

Fasal 2
Masa Berlaku Paspor yang Sah

Wasa berlaku paspar diglamalik dan dinas yang sah daii warga regara Fara Pikak
wajity sekurang-kurangnya & {enam) bulan pada har memasuki wiayah Fhak
lzirrya.

Paszal 3
Pombatazan Visa

Pemegang pasper diploriatik dan paspor dinas varg sah dari Parg [Mhak
sebagaimana diryjuk dalam Persetjuan ini dapat memasuki dan meningaslkan
wilayah nagara Pihak lainmya di setiap titik yang diizinkan untuk maksed it oleh
pihak imigrasi yang berwenzng lenpa pembatasan apapun kacuali di tempat-iempat
yang ditentukan bagi syaral-syaral keamanan, migrasi, ben cukai, kesehatan dan
lainnya yang secara hukur direrapkan kepada pemegang paspor diplomatik gan
dinas terseout
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Pasal 4
¥Yiza Bagl Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomeatik

" dan dinas yang sah dan ditugaskan sebagal anggota msi diplomati atau kansuler di

wilayah Pihak lain, termasck anogoia keluarga mereka, wajib diparsyaratoan untuk
mampercleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pibak lainnya sebelum
mamasuki wilayah Pihak fersebu

Pasal 5
Hak Pihak Berwenang

. Persetujuen hi wajib fidak membebaskan warga negara Para Pinak dari
kewajiban untuk menghormali paraiuran perundang-undangan negata Pinak
lainnya be-kenaan dengan masuk, tinggal dan perginya orang asing.

7 Para Pihak berhak wntuk menolak untuk memberkan izin masuk  atau
memperpendek masa titggal setiap orand yang dianggap tidak dikehendaki atav
dapat membahayakan <stentraman umum, ketertiban umum, kesehalan publik
atau keamanan rasional.

Pasal &
Penangguhan

Masing-rasing Pikak dapat menanggubkan Persetujuzr ini baik secara keseluruhan
maupun sekagian, dengan alasan-alasan kaarmanan nasional, keterizan umum, atau
kesehatan publik. Pengenalzr dan pengakhiran kebiiaran-kehijakan sebagaimanz
dirujuk dalam Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya 30 dtiga pulub) hari
sebelumnya melaiui saluran diplomsatik.

Fasal 7
Contoh dan Penerbitan Paspor atau Dokumen Perjalanan

1, Para Pihak wajib saling hertakar mefalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu
30 flige puluk) hari setelab penandatangaran Feraeluuan ini, cenob-cortan
paspor diplomatik dar dinas yang sah.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomailk dan dinas fary, serta modifikasi
terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memteritahukan secara teariulis,
melalui saluran diplomatik, mengenai selizp perubahan ticak lebih dar 30 (tiga
pLlubk) hari sebelum pengenalar resminya.

Pazal 8
Penyelesaian Sengketa

Sefiap perbedaaan atau sengketa yang timbal ternadap perafsicar atau pelakzanaan
stas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesakan secara damai melalui
konzultasi atze perondingan Para Fihak
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Fasal 8
Porubahan

Farsatujuan ini Japat diubah atau direvizi, apabila dipandang oserlu, berdasarkan

" kesepakzlan bersama secara tertwlis oleh Para Fihak. Perubahan atar renis

dimaksue wajib mulai berlakr seseal dengan ketentuan Paza 10 Ayet (1) dar
Parsatujuan ini, dan merupakan suaty kesatuan dar Fersetyjuan ini.

Pasal 10
WMulai Berlaku, Jangka Wakiu dan Pengakhiran

1. Parsetujuan ini mulal betlaku setelab B0 (emam pulun) han sejak tanggai
penerimaan pemberitanuan terakhir secara tertulls dimanz Para Pihak saling
mamberitahukan melalui saliran diplomatik. bahwa semua persyaratan untik
trulai belakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing
peraturen perundanc-undangan nasienalnya tefah dpenun’.

2. Persetujuan ini wajib berlaky untuk jangka wakiu § (lima) tahun dan wajib
diperbaharui secara olomals untuk jangkz waktu S (lima) tahun berikulnya
kecuali zalah safu Pihas memutuskan untuk mengakhii Persetujuan ini dengan
pemberitahuan secara ferul's kepada Pihak [ainnya, melalui saluran diplomatie,
a0 {sembilan puluh) "ari sebslum tanggal pengakhiran yang diinginkan

Yang ketanda tangan di bawah in), yang diben kuasa panuh oleh Pemerintahnya
masing-masing, elah menandatangani Persatiujuan ind.

Dibual  Buenos Aires pada tanggal 24 Agustus 2011, rangkap dua dalam bakzss
Indonesia, Spanyol dan Irggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.
Dalam hal teriadi parbedzan penafsiran, naskah Bahasa 'nggris wajit barlaku.

)
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1 ACUERLO .
1) ENTRE i
u EL GOBIERND DE L& REPUBLICA DE INDOMESIA 1
¥ IR
:_h EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA &
i . SOERE i
ai EXENCION DE VISAS PARA TITULARES DE PASAPORTES i3
;” DIFLOMATICOS ¥ OFICIALES © DE SERVICIO !
| 1
{' El Gokierno de la Repdblica ¢e Incoenesia y el Gobierno de la Reputlica Angentna, i
i en adelarte denominadas "las Partes”, |
i
5;‘ RECONGCIENDOD los lazos de amistad exislantos enlrs amoos palses; ;!l
;- DESEOS0S de fortalecer aun més dichas relactones, sobre una base de |2
e recipracidacl, facilitande el ingreso de titulares de pasapardss dplomaticos y oficiales i e
W o de servicio de 'a Replblica de Indoresia v Ja Replblice Argenting en sus |8
_‘f“ respactivas paises, ¥ |
il
:I! DE CONFORMIDAD CON las leyes y reglamantacicnas en vigor de los respecives |&
i:l pafsas | j‘
1 |
ki HAN ACORCADD io sigulente: !;l:
i .
me iE
di Articulo 1 i
i Exencidn de visas 1
;‘,' Los nacionales de cuslquiera de ias Partes que sean titulares de pasaportes 1%
-l diplemésices vy oficizles o de serviclo validos estaran exertos de la obtencion ds una 1y
Y visa para ingresar, transitar y permanecer en al territorie de la ¢ra Parts por un a
;!! parloda gue no exceda los 30 {treinta) dias desde |a facha de ingraso. 1
1 i
2l i‘ L
Hi Articulo 2 ,E
8 Duracién de la validez del pasaporte i
: {
b -| La duracian de la validsz de Ios pasapotes diplomalicas y oficiales o dz servicio de i;'
b las nacicnales de cualquiera de Jas Partes serd de al menas 6 (seis) mesas desda la e
ji: fecha de ingrese al territoric de la otre Pare, I
L &
M B
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Articulo 3
Restriccion da visas

Los ttulares de los pasapories validos de cualguiera de las Fame:z a be quo Se
rafizre el presents Acuerdo podran ingresar v salir del territorio de la ofra Pare por
cualquier punte actorizado para tal fin por las autoricades de  inmigracidr
compelentes, sin restrociones sahvo las osishlecidas en las dispesicenes de
seguridad, rigratonas, aduaneras v sanitarias v otras que puedan se* ‘egalmente
aplicables a los titulares de pazapenes diplomatizos, de ssovicio y oficiales

Articulo 4
Visa para miembros de misiones diglomaticas y consulares

Les naconaies de cualguiera de las Parss gue sean ftu'ares de pasaportes
diplomaticos vy oficiales o de servicio validos y hayan sido designados comeo
miembros de una misidn diplomatica o congular en el territoric de |z otra Pare
inciuidos sus familiares, deberan gbtenar la wisa do inorese correspond ente de la
Embajada de |la otra Farte con antefaridad a s ingreso.

Articulo 5
Darechos de las autoridades

1 El preserts Acuerda no eximird a los nacionales de ninguna de 'as Pares d= la
abligacitn de respetar las leyes v teglameriaciones de |a otra Farle con sef'acién
al ingreso. la permanancia v la salida de extranjeros.

2. Las Partes se resevan gl derecho e denegar ol ingreso o acorar |z estadia da
las perscnas consderadas indeseablcs o que puedan pensr en peligro la paz
publica, &l orden pablico, la satlud pablica o la seguridad nacional,

Articulo B
Suspension

Gualguiera de las Partes poda suspender el presente Acuerdo en teds o en pate
car razsies de sequridad nacional, orden poblice o salud pablica. La introduccian y
le eliminacitn de las medidas establecidas en ol presents pérafe s2 informarin
dabidaments 8 'a olra Parte dentro de los 3D (ireinta) dias prevoes por la via
diplomatica,

Articulo 7
Muestra v emlsidn de pasaportes o documentos de viagje

1. Llas Pares intercambiaran, por la via diplomética y dentre de los 30 (treinta) dias
posteriores a la fimng del presentz Acuerdo, muestras de sus pasaportes
diplaralicos y oficiales o de servicio validas.

2 En caso de que s& introduzean nuevos pasaportes diplormaticos y cfciales o de
semvicin o 52 modifiqguen los exisientas, las Partes sa informaran mutuamente per
aserito acerca de cualquier camtlo. a traveés de la via diplomatica, como minima
30 (treinta) dias antes de su irtroduceidn efical.
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Articulo 8
Solucién de controversias

Toda diferenca o cigputa gue sura con relacian a la interpretacion o implementacion

©de las disposiciones dol presenta Acuordo se resgiverd amigabtemente mediams

aonsultas o negociaciones erim las Partes.

Articulo 9
Madificaciones

E' presente Acverdo pedra ser modificadn @ ravisade, si se conswlara necesana
mediarte acuerdo mutue por escrito de las FPates. Dicha mocificacion o revision
antrard an vigor de conformidad con las disoosicienes del Articulo 10, parafo 1 de
este Acuerdo y farmard pare integral del mismo.

Ariicula 10
Entrada en vigor, duracicn y terminacidn

1. [l presente Acoerdo entrard an vigor 80 (sesenta) digs después de la fecha de
recepcian de la ulima notifficacidn escrita por la cual las Partes se hayan
informade mutuameante, a fravés de [a via diplomatica. que s@ han cumplido
tedos los requisitos para su entrada en wgor, de acuerdo a lo estipulado por sus
regnectivas legislacionss nacionalas.

2. El prezente Acuerda permanecerd en vigor por un periado de 5 {cince) afios v se
renovard autorméticamente por un perlado adicional de & (cinco) afics, a manos
oue ura de las Patas decida poner fin a esie Acuerdo cursanda netificacidn per
escrito @ la ofra Pare. por la via diploreaica, 90 {noventa) dias antes de la fecha
de terminacitn prewvista.

En prusba de conformidad, quienes suscriben, hablende sido  debidamente
aJtorizados par sus respectives Sobiernas, han firrmade el presente Acuerde,

HECHO en Buenos Aires, a los 24 dias del mes de agosto de 2071, &1 dos
priginales, en los idiomas indonegio, espaficl & inglés. siende ambos igualmente
auténticos. En caso de divergenc.a en la interpretacidn, prevalecera el taxto en
ngl&s,

e
. £
i Peffel Gobierno de la
' Rey -'l %:Iilica rliilndunesia

Por el Gobkierno de la
Repiblica Argentina
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i | H
: AGREEMENT |
" BETWEEN ]
_. H THE GOVERMMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
# AND '
i THE GOVERKMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC 4
3 ON VISA EXEMPTION FOR HOLUERS OF DIFLOMATIC AND 4
;i OFFICIAL OR SZRVICE PASSPORTS ‘;
i ¥
-:- i J
. 1
g The Governnrent of the Republic of iIndanesia and the Govemment of the Argantina ! &
& Repubic, hereinafter referrec ta as “the Parties", ,-i;
E| i
] RECOGHIZING the zxisting friendly lies between the two countrics '8
[ i
o DESIRING 1¢ further strengthen such relations, on & reciprocal basis, by facilitating |8
g the entry of hakiers of diplomatic and ofiicial or service passports of the Republic of | =
IIii Indenesia and the Argentine Roputlic into their respective countnies; r
LT i)
Ly PURSUANT %o the prevailing laws and regulations of the respective countries; i
- |
i HAVE AGREED as follows - T
o i 1
T Article 1 1E
i Visa Exemption ‘B
3
i Mationals of 2iller Pary who are holders of vald diplomatic and official or service n:
A nazspor, shall not be requined to obtein a visa 1o enter, transit and stay in the teritery i
LT of the ather Fary fo- a perod which coes nat exceed 20 {thirty] cays from the date of ig
F' enlry, ¥
| H
e
1] Article 2 'E;
g{‘i:l Druration of Passport Validity 1
al I’
f; The duration of ciplomatic and oficiel or seivice passport waiidily of nil-:ﬂ'mnals aof :ﬁ
sither Party shal’ ke atleast & (six) manihs on the date of entry into the territory of the i
| : other Farly. i
B -]
H i |
w' B
5! -
= !:-
i 1
= i1
i
]
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-
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Articie 3
Yisa Restriction

The holders of the valid pazsports of either Party reforred todn this Agresment may
enter ints and depart frem the ferritory of the other Fary by any point authorized far
that purposa oy the competent immigraticn authorities, withouwt any restriction except
tor those stipulated in the security, migratory, custom and sznitary provisiors and
others which may b2 legally applicable to "wolders of the diglomatc ard oficial ar
SEMICE passports.

Article 4
Visa for Member of Diplomatic and Consular Missions

Mationalz of either Parly who are holders of valid diplomatic and offic’d, or servoe
passparts and assigned as members of diplomatic of consular messien in the teritory
of the other Party, including their family members, ghal be requirad fo obtain
appropriate eniry visa from the Emtassy of the ather Party prior 12 their erty.

Article &
The Right of Authoritias

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the ohligation 12
respact the laws and regulations of ke other Pary conceming the entry, stay and
exit of foreigners.

2. FEither Party reserves the rights to refuze admissian of ent-y ar shorlen the stay of
peisans censidered undesirable or likely 1o endanger public peace, publ ¢ order,
oublic haalth o~ national securiy,

Article ©
Buspension

Either Farty may totally or partially suspend this Agreement for reasons of nationzl
security, public order or publiz healtt, The introduction, as wall as termination of ha
measyres stated in this paragraph shall be duly informed to the other Party within 30
(thirly! daye in advance through diplomatic channels.

Arficte T
Sample and Issuance of Passport or Travel Document

1, The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 20 [thirly) days
after signing of this Agreament, the specmens of their valid diplomatic and oficial
of sarvice passpols,

2 In case of introducton of new diplomatic and oficial or servce passports, as well
gz, modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other n
writing, thraugh diplomaftic channels, abaut ay chzanges not later than 30 {thirty)
days prior o their official intraduction,

TER
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Arlcle 8
Settlement of Dispute

Ay differenges or d sputes ansing aut of the imMepretetion or implementation af the
pravisions of this Ag-eemeant shall be settled ammcably by consuttation or negediation
between the Parties.

Article 9
Amendments

This Agreement may be amerded ar revised, if  is deemed necessary. by mutual
weitter consent of the Paries, Such amendment or revision shall enter inte forse
according o the provision of paragragh 1 of Arlicle 10 of Lhis Agreement, and form as
an integral pari of this Agraement.

Article 10
Entry Into Force, Duration and Termination

1. This Agreemont shall entar into farce 60 (sixfy} days from the date of the recept
of the last written nedification in which the Parties irfer each other, through
dipiomatic chennels. that all reguirements for the entry inle force of this
Agreemeant, as stipelated by their respective naticnal legisfaton, hawva been
fulfillad.

2, This Agreement stzll remain in foree for 2 period of & (five) years and shell oe
automatically renewsd for furher period of 5 (fae) vears, unless either Paty
decices o terminate this Agreement by giving written nofifcation (o the ofher
Party. through diplomats channels, 90 (ninety) days prior to the expectsd
termination dale.

Tme undersigned, duly authorized thereto by fheir resoective Gowernmerls, hawe
signed this Agreement,

DONE in Buenos Ares on this 247 day of August of 2011, in teo originals, in the
Indonesian, Spanish 2nd English languages, beth being equally avthestc. in case of
ay divergence of interpretation, the Frglish text shall prevail,

.'r—-

FOR THE WERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE
{ i REP'IJ#I._.IIC OF INDGHNESIA ARGENTINE REFPUBLIC

i/
!

f ,l
1o

.15” -
/"J el
. A L
P
e H’léctor Marcos Tirperman
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